BAB Il1

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti sudah kuat
dan jelas kedudukannya dalam tata hukum positif di indonesia. Keberadaan
atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti dari segi penerapan
penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan sudah berperan dengan baik.

2. Penerapan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK dalam berbagai perkara tindak pidana
korupsi belum ada kesamaan terkait cara penghitungan untuk menetapkan
jumlah atau besaran uang pengganti dan proses pembuktian di persidangan
menjadi hal yang penting dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK.
Penerapan Pasal 18 ayat (3) UUPTPK dalam berbagai perkara tindak pidana
korupsi masih sangat ringan dan membuka jalan bagi terdakwa untuk
menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti yang telah
ditetapkan.

B. Saran

1. Lebih ditingkatkan optimalisasi penerapan sanksi pidana uang pengganti

dalam prakteknya, seperti penyitaan harta benda terdakwa yang diduga

merupakan hasil tindak pidana korupsi di awal penyidikan dan juga

86



87

optimalisasi pelelangan harta benda terpidana agar terpidana dapat melunasi
sanksi uang pengganti yang dibebankan kepadanya.

. Perlu adanya pedoman atau acuan peraturan tentang cara menghitung
kerugian keuangan suatu negara akibat tindak pidana korupsi dan cara
menghitung jumlah atau besaran uang pengganti yang akan dibebankan
kepada terdakwa, selain itu proses pengumpulan bukti-bukti dan pembuktian
di persidangan harus dengan cermat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
agar terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dapat
dijatuhi sanksi pidana pembayaran uang pengganti sehingga kerugian
keuangan negara dapat dikembalikan.Penjatuhan sanksi pidana subsider
haruslah seberat mungkin dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku,
sehingga tetap ada hukuman yang setimpal bagi perbuatannya yang telah

merugikan keuagan negara.
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